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KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

NOMOR 7 TAHUN 2010 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI 
PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN 

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan pemantauan 
perkembangan realisasi penanaman modal yang dapat 
memberikan akurasi data kontribusi terhadap 
perekonomian nasional, perlu dilakukan perubahan waktu 
penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4893); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4987); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 4/P/2009; 

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Di Bidang Penanaman Modal; 

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal; 

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan  Penanaman Modal; 

20. Peraturan kepala badan koordinasi penanaman nomor 14 
tahun 2009 tentang sistem pelayanan informasi dan 
perizinan investasi secara elektronik; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI 

PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI 
PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :  

“Pasal 13 

(1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal 
dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan 
Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Kepala 
BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal,  Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM. 

(2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap 
pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan 
(triwulan) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III dengan periode laporan sebagai berikut:  

1) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 
April tahun yang bersangkutan; 

2) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 
Juli tahun yang bersangkutan; 

3) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 
5 Oktober tahun yang bersangkutan; 

4) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 
5 Januari tahun berikutnya. 

b. perusahaan yang mengajukan Izin Usaha sebelum periode 
pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir a, wajib 
menyampaikan LKPM dengan posisi realisasi akhir penanaman 
modal sesuai tanggal pengajuan Izin Usaha. 

c. perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya telah memiliki Izin 
Usaha, wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan 
(semester) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IIIA dengan periode laporan sebagai berikut: 

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Juli tahun yang bersangkutan; 

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Januari tahun berikutnya.   
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